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BUPATI BANYUMAS 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 96 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NO MOR 66 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas dan standar harga setempat, maka tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banyumas perlu disesuaikan; 

c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan 
kepastian hukum, maka Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. U ndang-U ndang 

Pembentukan 
Nomor 13 

Daerah-daerah 
Tahun 1950 

Kabupaten 
tentang 

dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. 

5. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten 
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2017 Nomor 5 Seri E); 

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 66) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2017 Nomor 68); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 66 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 
66) sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Peraturan Bupati 
Banyumas: 
a. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; 

b . Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; dan 

c. Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, 



diu bah sebagai beriku t : 

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 

(1) Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan 
se bagai beriku ti : 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga 

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); 
c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 21.500.000,00 ( dua puluh 

satu juta lima ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap bulan. 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 

( 1) Tunjangan Transportasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,00 ( dua belas 
juta lima ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seti p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

~~~upatU~ ep.Jan ~U~ij..tfil1nYa ~ Berita Daerah Kabupaten Banyumas. I Di-- ck·- ~••~r.- ~ ~ : · . _ ~-.J ,i-,r 

1 
P:-c'.., ':'- , 3o p ~~0P,; ,.?.?.~ J 

If s:.-:. _ __,_ ··' . ·0 - ; ,.·,_•~:; _~,._:: :ror~s ij Ditetapkan di Purwokerto 

Sekdl\ 

A~pem ~ra 
~~ Hu~u.M 
!t.c&a 

1Q\c(,00J\ 

pada tanggal 3 0 D E C ?020 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HUSEIN 


